






Penelitian ini berjudul Hak Pilih Warga Negara Indonesia Pada 
Pemilihan Presiden 2019 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan 
Kota Pekan Baru Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah. 
Namun didalam penerapan UU ini, penulis masih banyak menemukan 
permasalahan pemilu di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru, salah satunya di permasalahan pengurusan formulir A5, dimana pada 
peroses pendaftaran A5 tidak didata dimana pemilih melakukan pencoblosan surat 
suara, namun di UU no 7 tahun tahun 2017 pasal 344 ayat 2 surat suara tambahan 
hanya 2% dari jumlah DPT di setiap TPS, masalah lain yang dijumpai adalah masih 
terdapat banyak pemilih yang tidak bisa mendaftar formulir A5 sehingga tidak 
terdata sebagai DPTB di kelurahan Simpang Baru..  
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok 
permasalahan yakni Hak Pilih Warga Negara Indonesia Pada Pemilihan Presiden 
2019 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru Ditinjau 
Dari Perspektif Fiqih Siyasah. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. 
Kemudian dalam populasi dan sempel secara keseluruhan adalah sumber data yang 
dikumpulkan untuk bahan penelitian. 
Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil 
setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan 
pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, hadist, dan kaedah 
fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.  
Dari hasil penelitian penulis rangkum Kesimpulan bahwa pelaksanaan dan 
pemenuhan hak dari pemilih pada pemilihan presiden tahun 2019 kemarin masih 
belum tercukupi dan belum mendapatkan kategori baik, penulis juga sempat 
bertanya kepada salah satu warga yang menyatakan bahwa pemilihan kemarin 
terkhususnya pada pemilihan presiden masih kurang karena pelayanan dan kesiapan 
dari penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru belum siap. 
Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah yang dilakukan oleh Komisi pemilihan umum 
kota pekanbaru berhubungan dengan salah satu kaidah yang artinya jika tidak 
terkerjakan seluruhnya, maka kerjakanlah sebagiannya. Walau dalam 
pelaksanaannya masih banyak kekurangan , namun Komisi pemilihan umum Kota 
Pekanbaru telah melaksanakan dengan semaximal mungkin untuk berjalannya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu 
dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki 
kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu 
sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, 
dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah 
memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang 
berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari 
negara lain. 
 Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang 
tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam paham negara hukum itu, 
hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan 
negara. Artinya yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan 
negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prisnsip the Rule of Law, and 
not of Man, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan 
yang dijalankan oleh hukum, nomos.1 
                                                          










Negara Indonesia itu sendiri merupakan Negara kesatuan, Negara 
kesatuan merupakan merupakan bentuk negara yang kekuasaan 
tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara 
kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal yang berarti tidak ada 
negara didalam negara.  
Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua yaitu 
sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua 
persoalan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah bertugas menjalankan 
perintah dari pusat tanpa diberikan kewenangan. Sedangkan dalam 
desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah 
tangga sendiri (hak otonomi) sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga 
diatur oleh pemerintah pusat.2 
Dalam setiap kepemimpinan seorang pemimpin tidak pernah terlepas 
dengan sistem atau cara ia mendapatkan kursi kepemimpinan tersebut adapun 
sistem pemilihan pemimpin dengan cara, Pemilihan umum di Indonesia 
menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari 
"Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak 
zaman Orde Baru."Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan 
suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan."Umum" berarti 
pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak 
menggunakan suara. "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan 
suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. "Rahasia" berarti suara yang 
                                                          









diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu 
sendiri. 
Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang 
merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti 
bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk 
memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih 
sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang 
sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah 
perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada 
pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. 
Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta 
pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.3 
Dalam pasal 348 UU No 7 Tahun 2017. Yang berbunyi: 
Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: 
1) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar 
pemilih tetap di TPS yang bersangkutan. 
a. pemilik kartu tanda penduduk etektronik yang terdaftar pada daftar 
pemilih tambahan. 
b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada 
daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan  
                                                          










c. penduduk yang telah memiliki hak pilih. 
2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hunrf b dapat 
menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan 
menunjukkan surat pemberiahuan dari PPS untuk memberikan suara di 
TPS lain/TPSLN.  
3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain. 
4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya 
untuk memilih. 
a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain 
dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; 
b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain 
dalam satu provinsi. 
c. Pasangan Calon presiden dan wakil presiden apabila pindah memilih 
ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; 
d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain 
dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan 
e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke: kecamatan 
lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya. : 
5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU 









6) KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) harus menghapus nama yang' bersangkutan dalam DPL 
asalnya.  
7) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, KPPS pada TPSI tersebut mencatat dan melaporkan 
kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. 
8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar 
pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hunrf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk 
elektronik. 
9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu 
tanda penduduk elelrtronik.4 
Adapun berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pemilu 
adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR.DPD.DPRD. Presiden 
dan wakil presiden yang dilaksanakan siara langsung, umum, bebas, rahasra, 
jujur, adil, dan di pasal 348 UU No 7 Tahun 2017  yang mengatur tentang  
pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS.UU tersebut 
berfungsi untuk melindungi hak pilih warga Negara Indonesia. 
 
                                                          









Islam juga diatur sistem dalam pemilihan dan hak-hak untuk 
memilih pemimpin, khususnya dalam fiqih siyasah seperti dalam (Q.S. An-
Nisa’: 144) 
َٰٓأَيَُّهاٱلَِّذينََ ََيَ  َِّخذُواْ َتَت َََل ِفِرينَََءاَمنُواْ ََٱۡلَك  َدُوِن َِمن ََٰٓء َٱۡلُمۡؤِمنِيَنَ أَۡوِليَا
بِينًاَ ٗناَمُّ
 ٤١١َأَتُِريدُوَنَأَنَتَۡجعَلُواَِْللَِّهََعلَۡيُكۡمَُسۡلَط 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu mengambil orang-
orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 
Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk 
menyiksamu)  
Secara terminologi siyasah berarti : Hukum-hukum syara’ yang 
berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) 
serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan 
dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.5 
Sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan 
rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari 
mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nash-nash syar’i (Al Qur’an dan 
asSunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan al-maqasid as-syari’ah dan 
tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Ta’dzir, 
ancaman dan hukuman.6 
Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan 
perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan 
serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan siyasah sebagai 
                                                          
5Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, (Jakarta, Gozian Press, 2013), 49. 









ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat 
darinya.7 
Namun didalam penerapan UU ini, penulis masih banyak menemukan 
permasalahan pemilu di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru, salah satunya di permasalahan pengurusan formulir A5, dimana 
pada peroses pendaftaran A5 tidak didata dimana pemilih melakukan 
pencoblosan surat suara, namun di UU no 7 tahun tahun 2017 pasal 344 ayat 
2 surat suara tambahan hanya 2% dari jumlah DPT di setiap TPS, masalah 
lain yang dijumpai adalah masih terdapat banyak pemilih yang tidak bisa 
mendaftar formulir A5 sehingga tidak terdata sebagai DPTB di kelurahan 
Simpang Baru. Oleh karena itu pentingnya penelitian dilakukan, baik secara 
teoritis maupun praktis, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk 
mengambil permasalahan ini dengan judul 
“HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA PADA 
PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KELURAHAN SIMPANG BARU 
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKAN BARU DITINJAU DARI 
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH ” 
B. Batasan Masalah 
Untuk menghindari kesalah paham dan kekeliruan dalam penelitian 
ini maka dalam hal ini perlu adanya batasan masalah, adapun masalah yang 
akan diteliti adalah penerapan pasal 348 UU No 7 Tahun 2017 tentang 
                                                          









pemilu dalam menyelamatkan hak pilih warga Negara di Kelurahan 
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru. 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka permasalahan 
yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana hak pilih warga Negara pada pilpres 2019  di Kelurahan 
Simpang Baru? 
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap hak Pilih Negara pada pilpres 
2019  di Kelurahan Simpang Baru? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana hak pilih Warga Negara pada pilpres 
2019  di Kelurahan Simpang Baru 
b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap hak 
Pilih Negara pada pilpres 2019  di Kelurahan Simpang Baru 
2. Manfaat Penelitian  
a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang 
ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui 
penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan informasi peneliti bagi penulis selanjutnya. 
b. Agar masyarakat lebih memahami tata cara pengurusan formulir A5 
dan DPTb, dan tidak terjadi lagi permasalahan keterlambatan 









c. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Faultas 
Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim RIAU. 
E. MetodePenelitian 
Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, 
maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis 
paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
adalah penelitian lapangan (field research), yaitu dengan cara 
melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data 
primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat lansung dari 
responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian Pustaka 
untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan 
penelitian ini.8 
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian termaksud dalam objek penelitian, karena 
objek termaksud pada sifat. Maka dari itu objek-objek penelitian ini 
berlokasi di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan.  
                                                          










Selain itu lokasi tersebut sangat mudah diakses oleh penulis 
untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan Hak 
Pilih Warga Negara di Pilpres 2019. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan sekumpulan subjek yang hendak diteliti 
berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah ditentukan 
sebelumnnya. Sedangkan sampel merupakan Sebagian dari populasi 
yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk memper 
mudah peneliti dalam melakukan penelitian.9 
Adapun yang akan menjadi populasi dan sampel dalam 










Simpang  Baru 














1 Orang 1 100% 
                                                          











4. Sumber dan Jenis Data 
Sumber data adalah tempat dimana dapat dilakukannya penelitian. 
Sumber data dibagi dua yaitu: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 
objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang 
diperoleh langsung dari responden, kuisioner dan wawancara yang 
berkenaan dengan yang diteliti.10 
b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-
buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan 
masalah yang sedang diteliti.11 
5. Tehnik pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah: 
a. Observasi yaitu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana 
dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-
gejala spontan yang terjadi saat itu.12 
b. Angket atau kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berupa 
daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah 
respoden (sumber yang diambil datanya melalui angket) angket atau 
                                                          
10https://www.rumusstatistik.com/2016/08/data-primer-dan-data-sekunder.html diakses 
pada tanggal 20 Februari 2020 
11https://infopemilu.kpu.go.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 









kuesioner dapat disebut sebagai wawancara tertulis karena isi 
kuensioner merupakan satu rangkaian pertanyaan tertulis yang 
ditujukan kepada responden dan diisi sendiri oleh responden.13 
c. Wawancara yaitu situasi perantara pribadi betatap muka (face 
toface) Ketika sesorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang 
dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 
masalah penelitian kepada seorang responden.14 
d. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan 
mengambil dokumen.15 
6. Tehnik Analisis Data 
Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, 
termaksud alat-alat statistic yang relevan untuk digunakan dalam 
penelitian. Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari 
dan meyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, angket dan bahan-bahan lain, sehingga 
dapat dipahami, dan temuannya dapat dikonfirmasi kepada orang lain.16 
Dalam menganalisis digunakan analisis deskriptif kuantitaif, 
yaitu penulis mengklarifikasikan data-data yang terkumpul dari 
lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, 
                                                          
13 https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-angket/ 
14JuliansyahNoor,MetodologiPenelitianSkripsi, tesis, Desertasi dan 
karyailmiah,(Jakarta:kencana,2011), edisi ke-1, cet ke-1, h.138 
15Jonatan Sarwono,MetodePenelitiankualitatif dan Kuantitatif,2006,h.225 









sehinga di peroleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang di 
teliti 
7. Sistematika Penulisan 
Outline adalah kerangka, dengan atau garis besar. Jadi outline 
merupkan rencana penulisan yang memuat gairis besar dari suatu 
karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang 
disusun secara sistematis.  
BAB I: PENDAHULUAN 
Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 
dan Sistematika Penulisan 
BAB II: TINJAUAN UMUM  
Berisikan tinjauan umum lokasi penelitian yang berisi Sejarah 
Kelurahan Simpang Baru, Keadaan Sosial Budaya, Kehidupan 
Beragama, Pendidikan, Keadan Sosial Ekonomi, Struktur Kelurahan, 
Tugas KPPS. 
BAB III: LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan Teori Pemilihan Umum, Tentang Hak Pilih 
Warga Negara Indonesia di Pilpres 2019, konsep teori Fiqh Siyasah 
tentang hak Pilih Warga Negara. 









Merupakan Bab tentang hak pilih warga negara pada pilpres 
2019 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 
Dan tinjauan fiqih siyasah terhadap hak Pilih Warga Negara Indonesia 
pada Pilpres 2019 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan 
Kota Pekanbaru. 
BAB V: PENUTUP  
Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran diambil berdasarkan 







TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru 
 
1. Sejarah Kelurahan Simpang Baru 
 
Nama Simpang Baru lahir pada tahun 1970 sebagai pengganti 
kawasan mudawateh untuk diusulkan menjadi desa definitif dan 
selanjutnya menjadi desa simpang baru kecamatan Kampar kabupaten 
tingkat II Kampar yang sebelumnya kewalian muda yang masuk dalam 
kawasan wali nagari tarnutang.17 
Dalam rentang waktu perkembangan dan kemajuan secara 
nasional maka pada tahun 1987 keluar surat peraturan dalam negeri 
nomor 23 tahun 1987 tanggal 15 oktober 1987 dan peraturan pemerintah 
nomor 19 tahun 1987 tentang pemekaran wilayah kabupaten dan kota, 
maka simpang baru masuk dalam kawasan kota madya tingkat II kota 
Pekanbaru dengan status masih desa simpang baru kecamatan tampan 
daerah tingkat kota madya Pekanbaru. Pada tahun 1997 berubah menjadi 
kelurahan simpang baru daerah tingkat II Kota Pekanbaru dan pada 
tahun 2002 kota Pekanbaru berubah status menjadi kota Pekanbaru yang 
sebelumnya daerah tingkat II kota madya.18 
                                                          
17 http://pekanbarukota.bps.go.id (diakses pada 17 juni 2021 pukul 20.53 WIB) 







2. Letak Geografis dan Demografis 
 
Kelurahan Simpang Baru adalah salah satu  kelurahan  yang  
terletak  di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 
Kelurahan Simpang Baru ini memiliki jarak ke kantor kecamatan 
sekitar 1 km dan memiliki jarak yang relatif mudah dicapai kepusat 
Kota Pekanbaru yaitu memakan waktu setengah jam jika menggunakan 
kendaraan. 
Kelurahan Simpang Baru ini memiliki luas wilayah lebih kurang 
23,59 km2 dan secara monografi kelurahan ini dibagi menjadi 73 rukun 
tetangga (RT) dan 13 rukun warga (RW) serta memiliki jumlah kepala 
keluarga (KK) sebanyak 10.101 dengan jumlah warga 39.001 jiwa. 
Terdiri dari 19.889 laki- laki dan 19.112 perempuan. 
Kelurahan Simpang Baru yang berada dalam wilayah 
Kecamatan Tampan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Labuh Baru 
Barat Kecamatan Payung Sekaki. 
2. Sebelah   Timur   berbatasan   dengan   Kelurahan   Delima 
Kecamatan Tampan. 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya 
Kecamatan Tampan. 








3. Jumlah Penduduk 
 
Dilihat dari jumlah penduduk di Kelurahan Simpang Baru 
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana kelurahan ini terdapat 
39.001 jiwa. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah 
ini. 
Tabel II.1 
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
 
 
Sumber Data : Statistik kantor lurah Kelurahan Simpang Baru Tahun 
2016 
 
 Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk berdasarkan jenis 
kelamin, laki-laki berjumlah 19.889 jiwa dengan persentase, dan 
perempuan berjumlah 19.112 jiwa dengan persentase. Dari data tersebut 
terlihat keseimbangan antara penduduk berjenis laki-laki dan perempuan. 
Namun mayoritas penduduknya berjenis kelamin laki-laki dengan 
perbandingan laki-laki lebih banyak 777 jiwa dari pada perempuan. 
4. Pendidikan 
 
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga 
maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Hal ini 
terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di kawasan Kelurahan 
No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persentase 
1. Laki-laki 19.889 51% 
2. Perempuan 19.112 49% 





Simpang Baru. Karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat 
dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa, negara atau agama. 
Disisi lain, di dalam Islam pendidikan merupakan suatu yang 
diwajibkan. Karena pendidikan dalam Islam memiliki tujuan sendiri 
bukan hanya tujuan untuk dunia saja tetapi tujuan memperoleh bahagia 
diakhirat. Secara umum tujuan pendidikan dalam Islam adalah agar 
orang yang dididik, menjadi hamba Allah yang saleh, sebagai 
pemimpin yang bertanggungjawab, manusia sempurna, memperoleh 
keselamatan dunia dan akhirat, termasuk juga berakhlak dengan 
meneladani al-Asma al-Husna Allah swt. Jadi, tujuan pendidikan 
dalam Islam itu luas, tinggal lagi yang perlu adalah operasionalisasi 
pendidikan. 
Oleh karena itu, untuk melihat maju mundurnya Kelurahan 
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dilihat dari 
tingkat pendidikannya yaitu pendidikan yang dimiliki oleh 
masyarakat. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel dibawah 
ini: 
Tabel II.2 
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
 No Tingkat Pendidikan Jumlah/Jiwa Persentase 
1 Belum Sekolah 1.826 4.68% 
2 Tidak Tamat SD 818 2.10% 
3 Tamat SD 9.592 24.60% 
4 SMP 8.304 21.30% 
5 SMA 8.211 21.05% 
6 Diploma I-III 5.891 15.10% 
7 Strata 1 (S1) 3.878 9.94% 






Sumber Data: Statistik kantor lurah Kelurahan Simpang Baru Tahun 
2016  
Di sisi lain, maju mundurnya pendidikan juga didukung oleh 
sarana pendidikan yang ada. Adapun sarana pendidikan formal yang 
terdapat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 
adalah sebagai berikut : 
Tabel II.3  







Sumber Data : Statistik kantor lurah Kelurahan Simpang Baru Tahun 
2016 
 
5. Kehidupan Beragama 
Agama merupakan sesuatu fitrah bagi manusia. Karena agama 
tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, setiap manusia pasti 
mempunyai tuhan yang menciptakannya. Berdasarkan data monografi 
Kelurahan Simpang Baru tidak ditemukan adanya penduduk yang tidak 
beragama atau yang disebut ateis, dimana di kelurahan ini terdapat 5 
agama yang diyakini penduduk, yaitu: Islam, katolik, protestan, hindu 
dan budha. 
Di dalam lingkungan kelurahan Simpang Baru warganya 
9 Strata 3 (S3) 164 0.42% 
 Total 39.001 100% 
No Sarana Pendidikan 
Formal 
Jumlah Persentase 
1 TK 6 26.10% 
2 SD 5 21.73% 
3 SMP 5 21.73% 
4 SMA 4 17.40% 
5 Sekolah Kejuruan 1 4.34% 
6 Perguruan Tinggi 2 8.70% 





80.84% menganut Islam, 8.38% agama Kristen Katholik, 9.78% agama 
Kristen Protestan, 0% agama Hindu, 1 % agama Budha. Masjidnya 
terdapat  51,  surau 21 dan gereja 6 untuk semua masyarakat di 
kelurahan Simpang Baru ini. Letak masjid tidak begitu jauh dari 
lingkungan rumah masing-masing yang ada di kelurahan Simpang 
Baru. Hal ini terlihat dari kegiatan untuk melaksanakan ibadah seperti 
shalat Jum’at, majlis ta’lim serta acara kegiatan- kegiatan besar agama. 
Kegiatan-kegiatan agama ini biasanya diadakan oleh seluruh RW yang 
ada di kelurahan Simpang Baru ini. Untuk mengetahui agama yang 
dianut oleh warga lingkungan kelurahan Simpang Baru dapat dilihat 
dari tabel berikut : 
Tabel II.4 
Keadaan Warga Kelurahan Simpang Baru Menurut Agama 
 
No Agama Jumlah Persentase 
1 Islam 31.531 80.84% 
2 Kristen Protestan 3.816 9.78% 
3 Kristen Katolik 3.269 8.38% 
4 Hindu 0 0% 
5 Budha 385 1% 
 Total 39.001 100% 
Sumber Data : Statistik kantor lurah Kelurahan Simpang Baru 
Tahun 2016 
 
6. Sosial Ekonomi 
 
Mata pencarian warga Kelurahan Simpang Baru adalah 
wiraswasta, pedagang, guru dan dosen, Pegawai Negeri Sipil, 
TNI/Polri, kesehatan, petani,karyawan BUMN dan BUMD, pelajar dan 
mahasiswa, serta pensiunan dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya 






Keadaan Warga Kelurahan Simpang Baru Dilihat Dari Mata 
Pencarian Menurut Umur 15 Tahun Ke Atas 
 
No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Persentase 
1 Wiraswasta 7.767 19.91% 
2 Pedagang 7.892 20.23% 
3 Guru dan Dosen 2.175 5.57% 
4 Pegawai Negeri Sipil 3.990 10.23% 
5 TNI/Polri 73 0.19% 
6 Kesehatan 33 0.08% 
7 Petani 587 1,5% 
8 Karyawan BUMN dan BUMD 253 0.65% 
9 Pelajar dan Mahasiswa 11.187 28.70 % 
10 Pensiunan 620 1.60% 
11 Lainnya 4.424 11.34% 
 Total 39.001 100% 
















A. Pengertian Pemilihan Umum 
Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. 
Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat 
dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya 
yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil 
pemilihan umum yang diselengarakan dalam suasana keterbukaan dengan 
kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan 
dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.19 
Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para 
warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan 
apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam 
membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah 
sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut 
A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan 
perwujudan yang nyata untuk ke ikut sertaan rakyat dalam kehidupan 
kenegaraan.20 
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu 
merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan 
                                                          
19Miriam Budirjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka 
Utama,2008), hlm.461. 





roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan 
kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak 
manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu 
maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga 
sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula 
penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan 
bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka  dapat dikatakan pula 
semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan 
pemilu.21 
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (pasal 1 ayat(2) Undang-Undang No 10 tahun 2008). 
Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 
                                                          






menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah 
dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan 
kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara 
tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan 
atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai 
suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. 
Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan 
duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara 
langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat 
langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam 
sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung (direct democracy) 
dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau (indirect democracy) atau 
biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (representative 
democracy). 
Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara lansung 
dapat dilakukan melalui delapan cara, yaitu: 
a) Pemilihan Umum (generale election); 
b) Referendum (referenda); 
c) Prakarsa (initiative);  
d) Plebisit (plebiscite);  
e)  Recall (The recall);  
f)  Mogok Kerja; 





h) Pernyataan pendapat melalui pers bebas. 
Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan 
aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan 
berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan 
mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul 
(freedom of assembly), dan kebebasan berserikat (freedom of asocation) 
dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis 
hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak. Penggunaanya 
tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya, hak untuk 
tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat 
martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara 
tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem 
perwakilan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan cara untuk 
mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, 
DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang 
waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang 
duduk di parlemen. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat 
didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, 
baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk 
pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang 





Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para 
pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka 
pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, 
maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu 
tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umu ini merupakan wujud 
penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan 
kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan. 
Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat 
rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih 
orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga 
perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil 
presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD 
Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota. 
B. Konsep Dasar Pemilihan Umum 
Hampir tak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap 
tidak demokratis, maka hampir tak ada sistem pemerintahan yang tidak 
menjalankan pemilu. Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan 
pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan 
sistem pemerintahan demokrasi. 
Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai 
negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai 





pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan 
dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan 
berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. 
Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif 
aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi 
parlemen. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin 
kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk 
partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan 
simbol daripada kedaulatan rakyat. 
Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan 
yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, 
dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. 
Suatu negara yang penduduknya sedikit, dan luas wilayahnya tidak 
terlalu besar kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan dengan semurni-
semurninya apalagidalam negara modern di mana jumlah penduduknya 
sudah banyak, wilayahnya cukup luas maka tidak mungkin meminta 
pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya 
pemerintahan, hal ini dikarenakan masyarakat modern sekarang ini 
spesialisasi semakin tajam dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama hal 





secara murni keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan 
dengan perwakilan.22 
Harold J. Laskimengatakan,“Kedaulatan (sovereignty) adalah 
kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut 
meliputi segenap orang maupun golongan yang ada di dalam masyarakat 
yang dikuasainya.” Sedangkan C. F. Strong dalam bukunya Modern 
Political Constitution mengemukakan, “Kedaulatan adalah kekuasaan untuk 
membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya.” 
Dilihat dari segi hukum kedaulatan hakikatnya merupakan 
kekuasaan yang tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Kekuasaan 
tersebut meliputi: pertama, kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan 
serta melaksanakan hukum terhadap semua orang dan golongan yang 
terdapat dalam lingkungan kekuasaannya atau kedaulatan ke dalam (internal 
sovereignty); kedua, kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari 
kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (intervensi negara lain) atau 
kedaulatan keluar (externalsovereignty). 
Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam 
waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan 
perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan 
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pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk 
menjalankan pemerintahan.23 
C. Pengertian Pemilihan Presiden 
Bagaimanapun juga dalam sebuah Negara yang menganut 
demokrasi presidensial, jabatan Presiden sangatlah penting, selain sebagai 
kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu banyak 
hal sangat tergantung pada kepemimpinan Presiden. Kegagalan Presiden 
bisa mengakibatkan sistem demokrasi itu sendiri gagal diterapakan dalam 
praktek. Oleh karena demikian pentingnya jabatan presiden, sehingga cara 
memilihnya pun menjadi penting. Sebab, ia pasti akan ikut mempengaruhi 
tingkat efektivitas politik Presiden terpilih. 
Pengertian Pilpres sendiri sudah termuat dalam Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 Tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden” dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu Tentang Ketentuan 
Umum yang berbunyi : 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
selanjutnyadisebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah 
pemilihanumum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasilan dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
 
                                                          






a. Asas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  
Asas Pemilu Presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden” Pasal 2 yang berbunyi : “Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. 
b. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pelaksanaan 
Pemilu presiden dan wakil presiden sudah termuat dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden” Pasal 3 ayat (1) sampai ( 7) yang berbunyi : 
1) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap5 
(lima) tahun sekali. 
2) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu 
kesatuan daerah pemilihan. 
3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur 
atau hari yang diliburkan.  
4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.  
5) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah 
pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 






a) penyusunan daftar pemilih;  
b) pendaftaran bakal pasangan calon; 
c) penetapan pasangan calon; 
d) masa kampanye; 
e) masa tenang; 
f) pemungutan dan penghitungan suara; 
g) penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden; dan 
h) pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden 
7) Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat 
belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan 
Wakil Presiden 
c. Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
Lembaga Penyelenggara Pemilu presiden dan wakil presiden sudah 
termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang 
“Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 4 ayat (1) 
dan (2) yang berbunyi :  
(1) Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh 
KPU. 
(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil 






D. Pengertian Hak Pilih 
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,24 secara leksikal “hak 
dipilih” diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. Namun, sebelum menguraikan tentang “hak dipilih”, 
terlebih dahulu diuraikan “hak pilih” sebagai hak untuk memilih wakil 
dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Pada bagian lain, dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia,25 pengertian “hak dipilih” diuraikan sejalan dengan 
pengertian “hak pilih”. Pengertian “hak dipilih” diuraikan sebagai hak untuk 
dipilih menjadi anggota (tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dsb). Sedang 
“hak pilih” diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam 
lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem 
pemilihan umum yang demokratis. “Hak pilih” dibagi menjadi dua, yaitu: 
“hak pilih aktif” dan “hak pilih pasif”. “Hak pilih aktif” sebagai hak untuk 
memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat. Sedang “hak pilih pasif” 
adalah hak untukdipilihdan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. 
Dalam kaitan dengan hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih 
pasif (hak dipilih) wajib menenuhi berbagai persyaratan yang telah 
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ditentukan.26 Persyaratan dimaksud sesuai Pasal 60 Undang-Undang 
Nomor12 Tahun 2003 antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa 
Indonesia; 
d. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat; 
e. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita 
Proklamasi 17 Agustus 1945; 
f. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang 
yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G-30-S/PKI, 
atau organisasi terlarang lainnya; 
g. Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 
h. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih; 
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i. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 
kesehatan dari dokter yang kompeten; dan 
j. Terdaftar sebagai pemilih. 
Hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam 
Pemilihan Umum merupakan salah satu substansi penting dalam 
perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan 
kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, 
hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai 
wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang 
demokratis. 
Hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam 
Pemilihan Umum merupakan salah satu substansi penting dalam 
perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan 
kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, 
hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai 
wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang 
demokratis. 
Di dalam Undang-Undang terbaru yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan Pemilu yaitu UU No. 15 Tahun 2011 disebutkan dalam 
Pasal 1 angka 1 bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, 





berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya 
juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia 
bukan hanya  dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, dan rahasia), 
tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan 
yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil. 
E. Warga Negara 
Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi 
perkumpulan. Jadi warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota 
dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen 
(Inggris). Kata citizen secara etimologis berasal masa romawi yang pada 
waktu itu berbahasa latin, yaitu kata “civis” atau “civitas” yang berarti 
anggota atau warga dari city-state. 
Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan “citoyen” 
yang bermakna warga dalam “cite” (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. 
Citoyen atau citizen dengan demikian bermakna warga atau penghuni 
kota.27 
Istilah citizen berkembang di Inggris pada abad pertengahan, namun 
menjelang akhir abad ke-19, kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata 
den izen. Kedua istilah tersebut secara umum menunjuk warga atau 
penduduk kota sedang orang-orang yang berada di luar disebutnya 
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“subject”. Pada awalnya subject adalah non warga kota yang terdiri atas, 
wanita, anak-anak, budak, dan penduduk asing. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa citizen adalah 
warga dari suatu komunitas yang dilekati dengan sejumlah keistimewaan, 
memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari 
komunitasnya. Seorang citizen dapat dibedakan dengan mereka yang bukan 
citizen. 
Oleh karena itu, pada dasarnya istilah citizen lebih tepat sebagai 
warga, tidak hanya melulu warga sebuah negara, tetapi lebih luas pada 
komunitas lain di samping negara. Meskipun demikian, dalam 
perkembangan sekarang dimana negara merupakan komunitas politik yang 
dianggap paling absah maka citizen merujuk pada warga dari sebuah negara 
atau disingkat warga negara. Istilah warga negara (bahasa Indonesia) 
kiranya telah menjadi konsep yang lazim sebagai terjemahan dari kata 
citizen.28 
Pada masa lalu dipakai istilah kawula negara (misalnya, zaman 
Hindia Belanda) yang menunjukkan hubungan yang tidak sederajat dengan 
negara. Istilah kawula negara memberi kesan warga hanya sebagai objek 
atau milik negara. Sekarang ini, istilah warga negara menggantikan kawula 
negara menggatikan kawula negara lazim digunakan untuk menunjukkan 
hubungan yang sederajat antara warga dengan negaranya. 
                                                          





Di samping warga negara, perlu dijelaskanistilah rakyat dan 
penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjukkan pada 
orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada 
pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. 
Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah 
negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah 
negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan non-penduduk. Sedangkan 
penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing 
atau bukan warga negara. 
F. Pengertian Pemilihan Umum 
Pemaknaan terhadap pemilihan umum, terlebih dahulu harus 
memaknai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Kaitan antara 
kedua sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat 
da untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, and 
for the people).29 Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasan tersebut 
berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, 
maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.30 Pemilihan umum memang 
menjadi tradisi penting yang hampir digunakan sistem demokrasi di dunia. 
Oleh karena pengaruh demokrasi di dunia yang begitu kuat, maka pemilihan 
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umum menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan 
kedaulatannya. Menurut Manuel Kaisiepeo dalam Bintar R. Saragih,31 
menjelaskan bahwa pemilihan umum merupaka sesuatu yang penting dalam 
menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi 
atas kekuasaan tersebut. 
Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan 
kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang 
mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada 
selalu bercokol mempertahankan status quo nya dalam jabatan 
pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin 
membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi 
pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila Maurice 
Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan 
bebas disitulah ada demokrasi.32 Dalam hal ini Syamsuddin Haris,33 
menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana : 
a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum 
keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan. 
b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum 
rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki 
jabatan legislatif maupun eksekutif. 
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c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum 
mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai 
penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.  
d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat 
memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada 
masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan 
kehidupan politik yang demokratis. 
Jika rakyat dikatakan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam 
suatu negara maka sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat berhak 
menentukan cara penyelenggaraan pemerintahan serta menentukan tujuan 
yang hendak ingin dicapainya dalam sebuah negara. Tentunya menjadi sulit 
apabila dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan semua rakyat 
menyatakan kehendaknya secara perorangan untuk menentukan kebijakan 
yang akan dilakukan dalam pemerintahan. Apabila kita melihat jumlah 
rakyat Indonesia yang jumlahnya jutaan terdiri dari keberagaman suku, 
agama, etnis, tentulah menjadi tidak mungkin apabila secara perorangan 
melaksanakan kebijakannya secara murni dalam pemerintahan. Sehingga 
dalam hal ini dibuatlah formula bagaimana rakyat tetap dapat menentukan 
kehendaknya dengan cara dilakukan melalui sistem perwakilan, yang dalam 
bahasa Jimly Asshiddiqqie sebagai sistem demokrasi perwakilan atau 
demokrasi tidak langsung (indirect democracy).34 
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Di berbagai negara demokrasi saat ini, pemilihan umum merupakan 
salah satu pilar demokrasi yang dianggap sebagai lambang dan tolak ukur 
dari demokrasi itu sendiri. Secara sederhana pemilihan umum adalah 
mengonversi suara dari pemilih menjadi kursi yang dimenangkan oleh 
kandidat. Menurut Refly Harun, bahwa pemilihan umum adalah alat untuk 
menerjemahkan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan 
pemerintahan.35 Melalui pemilihan umum rakyat memilih orang yang 
dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif maupun eksekutif.36 
Secara umum di kekuasaan legislatif baik di DPR maupun DPRD 
masyarakat memberikan hak pilihnya kepada siapa yang akan mewakilinya 
untuk duduk di kursi parlemen melalui pemilihan langsung untuk 
melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan keuangan. Sedangkan di 
kekuasaan eksekutif baik presiden maupun kepala daerah, masyarakat 
memberikan pilihannya melalui pemilihan umum untuk mewakilinya dalam 
hal penyelenggaraan pemerintahan. Kedua kekuasaan ini pada hakikatnya 
adalah wakil rakyat yang mempunyai fungsinya masing-masing karena 
mereka mendapatkan legitimasi langsung oleh rakyat itu sendiri melalui 
pemilihan umum. Begitu pentingnya kedudukan kedua lembaga tersebut 
dalam siklus ketatanegaraan, sehingga mereka dapat menentukan corak 
serta tujuan yang hendak di capai baik dalam jangka pendek maupun jangka 
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Panjang.37 Oleh karena itu, demi mencapai hasil pemilihan umum yang 
benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat maka pemilihan umum harus 
benar-benar dilaksankan diatas prinsip yang bebas dan adil. 
G. Fiqh Siyasah 
Istilah Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk 
yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh 
merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-
fiqhan yang berarti Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat 
memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).38 
Sedangkan secara terminologis, Fiqh lebih populer didefinisikan 
sebagai berikut : ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan 
yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.39 
Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang 
hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa 
yang konkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara atau 
dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun 
internasional. Di antara beberapa kaidah fiqh di bidang fiqh siyasah yang 
dianggap penting untuk diketahui: 
ِعيَِةََمنُوٌطَبِالَمْصلََحةَِ ُفَاَِلَماِمََعلَىَالرَّ  تََصرُّ
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Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 
bergantung kepada kemaslahatan” 
Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi 
kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya 
dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Banyak contoh yang 
berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat 
dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, 
dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuan nya.40 
 
أَُ.  اَْلِخيَانَةََُلَتَتََجزَّ
Artinya : “Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi” 
Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah 
satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecat dari 
keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya. Contohnya, seorang 
kepala daerah memiliki banyak amanah yang dibebankan kepadanya, baik 
tentang keuangan, kepegawaian, maupun tentang kebijakan yang arif dan 
bijaksana. Apabila ia menyalahgunakan wewenangnya, misalnya dibidang 
keuangan dengan melakukan korupsi, maka ia harus di hukum dan dipecat. 
Artinya seluruh amanah lain yang dibebankan kepadanya, karena 
jabatannya itu menjadi lepas semuanya. Sebab melanggar salah satunya 
berarti melanggar keseluruhannya.41 
َ َِلَماَمَأَْنََيْخَطَئَفِيَالعَْفِوََخْيٌرَِمْنَاَْنََيْخَطَئَِفيَالعُقُوبَةَُااِنَّ  
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Artinya: “Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih 
baik daripada salah dalam menghukum.” 
 Maksud kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian 
dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan  sampai akibat dari 
keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan 
bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti 
yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka 
yang terbaik adalah memberi maaf.42 
ةَِ ةَُأَْقَوىَِمَنَالِوَلَيَِةَالعَامَّ  الِوَلَيَةَُالَخاصَّ
Artinya : “Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari 
pada kekuasaan yang umum”. 
 Dalam fiqh siyasah ada pembagian kekuasaan sejak zaman 
kekhalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul 
berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai 
lembaga kekuasaan eksekutif, ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. 
Bahkan ada lembaga pengawasan.Maksud kaidah tersebut tersebut di atas 
bahwa lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada 
lembaga yang umum. Contohnya Camat lebih kuat kekuasaannya dalam 
wilayahnya daripada kepala desa; wali nasab lebih kuat kekuasaannya 
terhadap anaknya dari pada lembaga peradilan agama, dan seterusnya.43 
َلَيُْقَبُلَفِيَدَاِرَاإِلْسََلِمَالعُْذُرَبَِجْهِلَاألَْحَكامََِ  
                                                          
42Ibid. Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf,  





Artinya : “Tidak dterima di negeri muslim pernyataan tidak tahu 
hukum” 
Sudah tentu yang dimaksud tidak tahu hukum di sini adalah hukum 
yang bersifat umum karena mesyarakat mestinya mengetahui, seperti 




Artinya : “Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan 
ditinggalkan seluruhnya” 
Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik 
sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak 
berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat 
dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan 
kemampuan yang ada.44 
Itulah beberapa kaidah dalam fiqh siyasah secara umum, baik yang 
menyangkut kemaslahatan bernegara, dan adapula yang berhubungan 
dengan hukum bermasyarakat antara muslim dan nonmuslim, serta antara 
muslim dan muslim. 
 
 
                                                          







1. Kesimpulan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak dari pemilih 
pada pemilihan presiden tahun 2019 kemarin masih belum tercukupi dan 
belum mendapatkan kategori baik, penulis juga sempat bertanya kepada 
salah satu warga yang menyatakan bahwa pemilihan kemarin terkhususnya 
pada pemilihan presiden masih kurang karena pelayanan dan kesiapan dari 
penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru belum siap. 
2. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah yang dilakukan oleh Komisi 
pemilihan umum kota pekanbaru berhubungan dengan salah satu kaidah 
yang artinya jika tidak terkerjakan seluruhnya, maka kerjakanlah 
sebagiannya. Walau dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan , 
namun Komisi pemilihan umum Kota Pekanbaru telah melaksanakan 
dengan semaximal mungkin untuk berjalannya Pemilu Serentak pada tahun 
2019 tersebut. 
B. Saran  
Dari permasalahan diatas dapat kita lihat bahwa hak pilih 
masyarakat belum tertampung dengan baik, maka dari itu penulis 
memberikan saran bahwa untuk ke depan nya agar lebih  diperhatikan 
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